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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 
Adapun simpulan dari pembahasan diatas : 

 
1. Pemidanaan yang diterapkan pada kasus Putusan Nomor: 

958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr secara sah bersalah dan terbukti memenuhi unsur-

unsur pemidanaan baik secara absolut yang telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan melanggar aturan dari Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2). Pemidanaan 

dilakukan agar memberi unsur jera kepada terpidana supaya tidak 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan phising 

dan/atau carding dengan memanfaatkan kelalaian orang lain dan 

memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi atas Tindakan yang 

tidak bertanggung jawab dan tidak memilik wewenang dalam penyebar 

luasan data pribadi. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan 

pidana denda kepada terdakwa kasus kasus Putusan Nomor: 

958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non- 

yuridis. 
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B. Saran 

 
1. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini 

sebagai berikut : 

a. Kepada pemerintah agar memberikan suatu wawasan atau 

pengetahuan dalam melindungi data pribadi perseorangan dan 

korporasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

b. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat 

untuk melindungi data pribadi warga negara agar meminimalisir 

terjadinya pembobolan data pribadi (phising) baik itu kepada 

masyarakat maupun korporasi. 

c. Pemerintah hendaknya membuat aturan yang lebih khusus 

tentang tindak pidana phising 

d. Kepada korporasi / Perusahaan harus menjaga dan 

meningkatkan keamaan data pribadi client agar tidak mudah 

retas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

e. Kepada masyarakat atau per orangan agar lebih bijak dan selektif 

dalam menjaga data pribadi supaya tidakk dimanfaatkan 

kelalaiannya oleh pelaku kejahatan. 
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